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ABSTRAK

Muhammad Tito Triatmaja. 2024. Tinjauan Yuridis Terhadap Prajurit
TNI Yang Menduduki Jabatan BUMN Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Skripsi Program Studi Hukum
Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan. Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.
Kontroversi seputar an anggota TNI aktif dalam
jabatan sipil menciptakan signifikan. Banyak yang
mendukung, dengan alas pliki tanggung jawab untuk
ikut menentukan ara
kekhawatiran mu
sesuai dengan
kebijakan pe

TNI yang tidak
ntasi langsung
aktif dengan

kompetensi Skripsi ini
bertujuan u gsi Tentara
Nasional In dalam sistem ketata i

memeriksa

suai” dengan peratu

rmatif dan
Pendekatan
kum utama
r 34 Tahun

enggunakan’ metode
ndekatan Perundan
gacu pada dokumen
asar 1945, Undang-
asional ‘Indonesia,
eran TNI. Selain it

undangan yang berl
rangkap jabatan bagi anggota TNI aktit hanya dapat diterapkan pada
bidang-bidang tertentu seperti Politik dan Keamanan Negara,
Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi
Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional,
Search And Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan
Mahkamah Agung. Namun, dalam praktiknya, banyak anggota TNI

viii



aktif yang menempati jabatan sipil di luar bidang-bidang tersebut. Hal
ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktek lapangan

dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang rangkap jabatan bagi
anggota TNI aktif.

Kata Kunci : TNI Aktif, Rangkap Jabatan Sipil, Dwifungsi TNI
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ABSTRACT

Muhammad Tito Triatmaja. 2024. Tinjauan Yuridis Terhadap Prajurit
TNI Yang Menduduki Jabatan BUMN Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Skripsi Program Studi Hukum
Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan. Pembimbin Derta Luluardi, M.A.

supported |t argum to help determlne
r hand, concerns

government
policies whi i i petencies to
ist in ci i i sition, role

Indonesian

well -as examine th active TNI

members in f the problematic of i iple civilian
positions |n ith applicablelaws an

es normative and lit ch methods
The statutory and reg ch refers to
h as the 1945 Consti mber 34 of
nesian National Arm

main legal
2004 conce

This research also g multiple positions
for active TNI memb fields such as State
Politics and Security, National Defense, Military Secretary to the
President, State Intelligence, National Code, National Resilience Institute,
National Defense Council, Search and Rescue (SAR) National, National
Narcotics, and Supreme Court. However, in practice, many active TNI
members hold civilian positions outside these fields. This shows that there



iIs a discrepancy between field practice and the legal provisions governing
concurrent positions for active TNI members.

Keywords: Active TNI; Dual Civil Position; Dual Function TUN
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sebagai Negara Kesatuan, Ipdonesia dirasa perlu memiliki suatu

alat keamanan dan pertahan apat menjaga kesatuan Negara

Republik Indonesia, d i dan TNI yang memiliki

nan rakyat semest a Nasional

n Negara Republik |

gai kekuatan pendu
a Republik Indonesia, at Indonesia

memiliki g dalam menjaga k pertahanan

Negara. dsman RI, Alamsyah konferensi

apat tempat sebagai
N Erick Thohir,

pengangkatan para kalangan TNI dan Polri tersebut agar anggota TNI-

komisaris di

1 https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-397-komisaris-bumn-
terindikasi-rangkap-jabatan-pada-2019 ( diakses pada 29 Desember 2024)



https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan-pada-2019
https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan-pada-2019

Polri aktif dapat menangani jika BUMN menghadapi konflik
dengan masyarakat seperti sengketa tanah dan perizinan serta
menangani kasus seperti penipuan keuangan.? Pengangkatan tersebut
menjadi lebih problematika karena para anggota TNI-Polri aktif tersebut

juga masih menjabat di keme u lembaga negara lainnya.

Bedasarkan Pasal -Undang Nomor 34 Tahun

dasarkan Pasal 47 3) Undang-

gecualian bahwa pr

Politik,

Narkotika Nasional, dan

J. Mahkamah Agung.

2 https://bisnis.tempo.co/read/1352947/alasan-jenderal-tni-polisidi-bumntangani-
konflik-hin ( diakses pada 29 Desember 2024).



https://bisnis.tempo.co/read/1352947/alasan-jenderal-tni-polisidi-bumntangani-konflik-hin
https://bisnis.tempo.co/read/1352947/alasan-jenderal-tni-polisidi-bumntangani-konflik-hin

Jabatan-jabatan tersebut diatas boleh diduduki oleh prajurit
dengan permintaan dari pimpinan departemen juga lembaga
pemerintahan non-departemen.

Berdasarkan kemungkinan rangkap jabatan yang dapat diisi

anggota TNI ini menimbulkan problematik karena tiga alasan yaitu

na masalah diatas maka penulis
idis Terhadap Prajurit TNI

hukum, etik, dan profesionalj

tertarik menulis menge

iatas, maka

dapat dik usan masalah sebaga
eluang pengangkatan ktif sebagai
ukum TNI aktif ya Jabatan di

komisaris B
2. Menganalisis erangkap Jabatan di
BUMN.



D. Manfaat Penelitian
Manfaat ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah diharapkan
dapat memberikan manfaat dari segi toeritis dan praktis. Kegunaan
dalam penelitian dijabarkan di bawah ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis ya kan pada penelitian lebih lanjut

nantinya yaitu, mem n yang membahas tentang
tinjauan  yuridi mengenai  peluang
pengangkat i sia oleh Menteri
ra yang dapat

bah bahan

an Tentara Nasional
BUMN, hasil peneliti
etegasan, ketelitian, d
jurit TNI‘aktif ke Ba
apat memberikan tam

entara Nasion

E. Kerangka Teori
Teori dalam penelitian ini menggunakan teori:

1. Teori Kewenangan



Di Dalam hukum tata negara dan administrasi negara, konsep
kewenangan memiliki peranan yang sangat penting. Kewenangan
diberikan kepada suatu organ atau lembaga negara, dan konsep ini
menjadi inti dari kajian d
administrasi. F.A.M. St

bidang hukum tata negara dan

teenbeek menyatakan bahwa

dijelaskan

r Bahasa Indonesia g diartikan

ekuasaanuntuk- ber saan dalam

n, ‘memerintah, d untuk
melim ng jawab kepada indi n lainnya
finisikan kewenanga yak definisi

para ahli yaitu antara

kepada suatu badan atau individu untuk melakukan tindakan atau
pengambilan keputusan tertentu sesuai dengan aturan hukum yang
berlaku.*

3 E.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, Inleiding in het Staats-en. Administratief
Recht (Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1985), him. 26

4 Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem
Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), him. 35.



b. Menurut F.P.C.L. Tonner, yang dikutip oleh Ridwan HR,
"Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het
vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus

rechtsbetrekkingen tusse ers onderling en tussen overhead

en te scheppen™. Arti an pemerintah dalam konteks

asi dan.standarisasi),

supervisi)atau suatu

f tata negara-dan ad ara, penulis

i oleh suatu

ewenangan adalah h

embaga negara dala enang yang

ran perundang-undan au peraturan tertentu

ugas dan fungsinya

oleh
negara

memiliki leg membatasi agar

penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan tidak

melakukan tindakan sewenang-wenang.

5 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), him.
100.

® Ganjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2007), him. 93.



Bagir Manan dalam Hukum Tata Negara menjelaskan bahwa
kekuasaan merujuk pada hak untuk bertindak atau tidak bertindak,

sementara wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak

leh melalui

merintahan
-undangan.
g-undangan
UUD 1945

. Wewenang ini mel us menerus

baga negara atau pe

kan atas’inisiatif sen

ciptakan . wewenan

sebagai pemb

Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Dalam konteks
kepentingan daerah, konstitusi mengatur melibatkan DPD. Di tingkat

’ Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi
Daerah. (Bandung, Fakultas Hukum Unpad, 2000) him. 1-2.

8 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
2013) Hal. 104.



daerah, atribusi dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah untuk
menghasilkan Peraturan Daerah.

Delegasi adalah pelimpahan wewenang yang telah ada oleh
badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh
wewenang pemerintahan secarg atributif kepada badan atau jabatan

tata usaha negara lainny i selalu didahului oleh adanya

alam Peraturan Presiden

atribusi  wewenang.

diartikan sebagai per

beri mandat dapat

peralihan tanggung j

asli yang berasal dari

pelaksanaan pada penerima

wewenang.

F. Penelitian yang Relevan



Dari hasil penelitian literatur, terdapat banyak kajian yang

berkaitan dengan topik yang sama, baik dalam bentuk skripsi, jurnal,

maupun penelitian independen, meskipun dengan fokus yang beragam.

Beberapa studi yang relevan antara lain:

Nama (Tahun, Judul)

Penelitian dan Hasil Penelitian

Muhammad Adlan (2021)

Legalitas Anggota TN
Aktif Dalam Ran
Jabatan Sipil

Sebagai DIREKSI
Komisaris Pada Bad

jan tersebut,  Legalitas
ggota TNI aktif, hanya
TNI yang sudah
tidak lagi aktif
alam bidang

Presiden, Intel ndi Negara,

Lembaga Ket , Dewan
Pertahanan. Nas and Rescue
asional, dan
mana yang
dang Nomor

34 Tahun 2004

Adapun dari hasil

Indonesia maupun di dalam Pasal 28 Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional.

2) Adapun implikasi hukum daripada
pengangkatan Perwira aktif sebagaimana
tertuang dalam  Peraturan  Pemerintah




Negara
OLEH Perwira TIN
TNI/POLRI Yang A

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003
Tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional
Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik
la Nomor 39 Tahun 2010 Tentang

si  Prajurit Tentara Nasional
al 33, dan Undang-Undang
ia Nomor 25 Tahun 2014
isiplin - Militer. Adapun
dap hak-hak keuangan
diatur berdasarkan

gan Republik
014 tentang

Pemberian
Gaji/Pensiun/Tunja etiga Belas
Dalam Tahun 14 Kepada
Pegawai Negeri ota Tentara
Nasional .Indones Kepolisian

Negara Republik |
dan Penerima Pens

abat Negara,

Konsekuensi yuric
perwira TNI/Polri
jabatan sebagai ko
Milik Negara

abatan bagi

dituntut memiliki
at. Sebagai alat
pertahanan dan keamanan negara sudah tentu
kompetensi ini secara normatif tidak dimiliki
oleh anggota Polri dan TNI. Jabatan dalam
jajaran BUMN harus diisi oleh orang yang
memiliki  kompetensi sesuai jabatannya
sehingga amanat UU BUMN dapat

10




dilaksanakan dengan baik. Pada sisi lain,
penempatan prajurit dan perwira aktif dalam
jajaran BUMN menunjukan sikap ketidak-
profesionalitasan TNI dan Polri sebagai alat
pertahanan dan keamanan negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelijd
al, konsepual
d Marzuki,

ip hukum, dan _doktr a menjawab
dapi.’
2. n

nelitian dalam pen i lah dengan

ekatan perundang-u

a undang-undang,
karena dalal lembaga perwakilan
rakyat. Sedangkan produk seperti keputusan presiden atau
keppres, keputusan menteri dan lain-lain, bukan termasuk dalam

pendekatan ini dikarenakan produk tersebut diterbitkan oleh

% Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.7, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2005), him.3.

11



pejabat pemerintah tanpa adanya keterlibatan lembaga perwakilan
rakyat. Sehingga, dalam penelitian pendekatan ini peneliti harus

memahami hierarki dan asasasas yang terdapat di peraturan yang

terpretasi ini da mengingat
nseptual ‘dapat dipa pendekatan
interpretasi. Teknik i digunakan
n apakah sesuatu ko n semangat
ang mendasarinya.®
3. Bahan itian

ya dua sumber bahan

artinya
Biasanya terdiri dari
peraturan perundang-undangan, yurisprudensi hakim, perjanjian
internasional, dan lain-lain. Bahan hukum primer bisa terdiri dari

10 J.H. Bruggink, Rechts Refflectie, “Grondbegrippen Uit De Rechtstheory”, Alih
Bahasa B. Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 163.

11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.7, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2005),him. 141.

12



peraturan tertinggi yaitu konstitusi sampai peraturan dibawahnya

seperti undang-undang yang akan disebutkan dibawabh ini:

1) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia.

3) Undang-Undang R

Tentang BUM

onesia Nomor 19 tahun 2003

mor 34 Tahun 2004

015 tentang

berhentian
BUMN

dari bahan

enggunakan dokum smi seperti

ran dan lain-lain, just m sekunder

ini dokumen-dokumen Dokumen-

berkaitan
4. Teknik Pen

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi
dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta Klasifikasi
dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.
Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang

13



digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan.
Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah,
mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun
penulusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan
Persaingan Usaha di bidangTelekomunikasi.

5. Teknik Analisis Bahan

Penelitian ini

an analisis bahan hukum

n argumentasi dalam

an

uan, bagian pendahu isikan latar

salah, tujuan penelit penelitian,

penelitia n, kerangka teoritik, litialn daln

komisaris BUMN.

engenai Penafsiran

berisi teori kewe
Bab IlI: Be
hukum pengangkatan anggota TNI di BUMN melalui Pasal 47 Undang-
Undang Nomor 34 Talhun 2004 tentang TNI.
Bab IV: Pembahasan penelitian, penulis dalam bab empat akan

membahas secara mendalam pada fokus utama yaitu Alkibalt Hukum

14



Apabila Menteri BUMN Berwenang Mengangkat TNI Menjadi
Komisalris BUMN.
Bab V: Penutup, pada Bab ini berisi kesimpulaln dan saran-saran

yalng dapat diberikaln oleh penulis.

v

15



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis terhadap Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Kedudukan TNI adalah s

fungsi pengerahan d

baga negara yang menjalankan

uatan militernya di bawah

a perintah Presiden

ewan Perwakilan R

ai penindak dan pe k tan Negara
Indonesia.Fungsi u

iatur oleh Undang-

Undang-undang ini

anya diperbolehkan
dalam bidang koordinator yang telah diatur secara spesifik dalam
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Bidang-bidang
tersebut meliputi Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara,

Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga

57



Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and
Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
Di luar bidang-bidang tersebut, anggota TNI aktif tidak
diperbolehkan untuk menjabat rangkap dalam jabatan sipil. Oleh

karena itu jelas larangan dan tidak mungkin ada peluang anggota TNI

aktif yang rangkap jabata

B. Saran

nya tetap .mengikuti :

fungsi TNI
ankan agar

, serta tidak menyal
an negara. Penulis
oda TNIFAktif denga
BUMN, BUMD dan |

seperti pada

pemerintah

pemerintah haru atan pada lembaga
maupun kementerian yang dapat diduduki oleh anggota TNI aktif sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak
terjadi penafsiran samar dengan berbagai alasan.

C. Limitasi
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Limitasi atau kelemahan penelitian ini terletak pada terbatasnya
akses terhadap jurnal atau penelitian yang secara spesifik berkaitan
dengan penafsiran hukum terhadap putusan Mahkamah Agung. Hal ini
dapat mengakibatkan keterbatasan dalam mendapatkan referensi yang
mendukung analisis dan pemb%\n dalam penelitian ini. Meskipun
telah dilakukan upaya maksimal dalam mencari literatur terkait, namun
kemungkinan masih ada beberapa sumber xang belum terjangkau atau
terlewatkan, dan

mempengaruhi  kelengkapan

sehingga dapat
AR

kedalaman analisis dalam skri
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